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Tindakan tersebut sebagai tin-
dak lanjut dari hasil penelitian
Pusat Laboratorium Forensik
(Puslabfor) Polri yang menyata-
kan telah terjadi pencemaran di
teluk tersebut.

Demikian disampaikan Koalisi
Ornop untuk Kasus Buyat, pada
jumpa pers di Jakarta, akhir pe-
kan lalu. Omop yang tergabung
dalam koalisi itu, adalah Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi), Jaringan Advokasi Tam-
bang (Jatam), Indonesia Center
for Environmental Law (ICEL),
dan Lembaga Studi dan Advoka-
si Masyarakat (Elsam).

Penetapan PT NMR sebagai
tersangka dalam kasus pence-
maran itu, menurut pendapat

Koordinator Nasional Jatam Siti

Maimunah, terkait dengan akti-

vitas ilegal pembuangan limbah

tailing yang telah dilakukan se-
jak 2001. “Mereka terus mem-
buang tailing ke laut, padahal
kewajiban Environmental Risk

Asessment belum diselesaikan.”

Sebagal llustrasi, tambahnya,
besaran kuantitatif tailing yang
dilepaskan ke Teluk Buyat seba-
nyak 2000 ton per hari, setara
dengan 333 truk pasir berkapasi-
tas 6 ton. “Dari hasil penelitian
yang telah dilansir sebelumnya,
dugaan itu semakin menguat pa-
da kesimpulan kontribusi New-
mont atas pencemaran logam be-
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Tetapkan Newmont
auai Tersanuka

JAKARTA (Media): Koalisi Organisasi Nonpemerintah |

(Ornop) mendesak Mabes Polri agar menetapkan PT
Newmont Minahasa Raya (NMR) sebagai tersangka
dalam kasus pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi

Utara. Selain itu, pemerintah juga harus menolak izin *

operasi usaha tambang baru bagi perusahaan tambang
tersebut. s

rat di Teluk Buyat.” |
Dugaan itu dipertajam dengan
hasil penelitian Dr Evan Eding
dariUniversity of Newfoundland
Kanada pada 2003 yang menya- '

takan pembuangan tailing peru- | .

sahaan menjadi sumber pele-
pasanlogam berat di Teluk Buyat.
Disamping itu, ucapnya, bukti |
permulaan dalam kesimpulan |
ayal Mabes Polri itu harus diser-
tai dengan penegakan hukum

dalam bentuk sanksi administra- !

tif, yang mengupayakan pence-
gahan terulangnya tindakan
Newmont di tempat lain. “Selain
itu, Menteri Lingkungan Hidup
(LH) harus resmi mengumumkan
telah terjadi pencemaran di Bu-
yat," tegasnya,

Berbagai tindakan yang berja-
lan sinergis dengan kesimpulan
Puslablor Mabes Polri, ungkap-
nya, adalah penundaan seluruh
kelayakan lingkungan usaha
Newmont oleh Menteri LH. “Dj-
tambahlagi, Menteri Energi Sum-
ber Daya Mineral dan Menteri
Kehutanan harus menolak pem-
berian izin operasi usaha tam-
bang baru bagi Newmont,* ulas-
nya.
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yo Perusahaan hitam

Sebagai langkah terintegrasi,
maka sambungnya, Kepala Ba-
dan Koordinasi Pe Mo-
dal (BKPM) diminta "memasuk-
kan Newmont da)am kategorisa-

s perusahaan hitam, yang kegi-
atan industrinya berdaxaz:;;gakeﬁ.
ruk bagi lingkungan, serta ‘dj-
catatkan pada bursa

modal. “Kejadian ini, harus jadj

preseden bagi usaha penegakan

hugum lingkungan.”
ementara itu, Direktur Ekse-
kutif ICEL Indro Sugianto meni-

lai kalau dengan pernyataan ha= -

sil Puslabfor tersebut, pihak Ma: "
itian tim lain maka prosesnyy
menjad! set back. *“Tim peneli-
tian lain harus ditujukan bagi pe-
;‘ﬂ';;gu:mm kesimpulan

| agarsegeratun.
“’Mini.'temgxgnya. % lun

Dalgm pandangan Indro, de-
ngan menggunakan tata aturan
UU No 23/1997 tentang Pengelo-
laan Lingkungan Hidup, New-
mont memang dapat secara hu-
kumdmyatakansebagaitersang-
ka. “Dasar delik formilnya, ada
dalam Pasal 43 UU Lingkungan
Hidup, karena pembuanganlim- .
bah B3 tanpa.izin telah melang- -
gar aturan,” imbuhnya,

Kargnn Newmont merupakan
suatu institusi, tambahnya, dapat
¢gumhn aturan Pasal 46 seba-
gailandasan hukym bagi tindak-
an-pemibuangan limbah tanpa
melaluiproseduraturan yang ber-
laku..'SWya dapatdiperber-
atdenganperampasan keuntung-
an, penutupan usaha, sampai
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saikan kasus pencemaran Teluk
Buyat dalam kerangka kerja tim

. terpadu bentukan Kemen
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